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PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

          DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Wonosari yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata  pada  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan putusan  sebagai  berikut

dalam perkara gugatan antara : 

P.T.  B.P.R.  DEWA ARTHAKA MULYA,  berkedudukan  dan  berkantor

pusat  di  Kabupaten  Sleman,  dengan  alamat  Jalan

Palagan  Tentara  Pelajar  Km  8,5  Sariharjo  Ngaglik

Sleman,  yang  diwakili  oleh  W.  Rahadiyan  Dewanto,

S.H., M.Kn., Direktur Utama, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada Bekti Prasojo, Staff Collection, beralamat

di  Jalan  Jeruksari  005/002  Wonosari,  Gunungkidul,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  29 Juli 2020

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Lawan :

1. KARSILAH,  bertempat  tinggal  di  Bedoyo  Kidul  002/006  Bedoyo,

Ponjong, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 

2. SUKAYAT,  bertempat  tinggal  di  Bedoyo  Kidul  002/006  Bedoyo,

Ponjong, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat  II ; 

Tergugat I  dan Tergugat II,  Dalam hal  ini  memberikan kuasa isidentil

kepada  :  SUISTI  FIKANDARI,  bertempat  tinggal  di  Bedoyo  Kidul

002/006 Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 06/Pen.Pdt/2020/PN Wno, tanggal

25 Agustus 2020; 

Tergugat I dan Tergugat II dapat pula disebut sebagai  Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah  membaca  berkas  perkara  beserta  surat-surat  yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  29 Juli

2020  yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Wonosari pada  tanggal  7  Agustus  2020, dalam  Register  Nomor

3/Pdt.G.S/2020/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II  telah  sepakat  membuat  dan

menandatangani  perjanjian  kredit  dengan  Nomor  Perjanjian  Kredit  No.

0814/KA/IV/2018. Serta dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., M.Kn

dengan nomor : 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima fasilitas pinjaman

dari PENGGUGAT sejumlah Rp. 320.000.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Juta

Rupiah ).

3. Bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, antara lain yaitu :

a. Nilai/jumlah   pinjaman/fasilitas  kredit  sebesar  Rp.  320.000.000  (  Tiga

Ratus Dua Puluh Juta Rupiah );

b. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, terhitung

sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

c. Angsuran  pokok  dan  bunga  perbulan  total  sebesar  Rp.8.853.400

(Delapan  Juta  Delapan  Ratus  Lima  Puluh  Tiga  Ribu  Empat  Ratus

Rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian;

d. Angsuran  tersebut  dibayar  sebelum  atau  selambat-lambatnya  pada

tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai berakhirnya perjanjian. 

e. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per

hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari baki debet, dikurangi

dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan (Pasal 11).

f. Jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur (Pasal 6)

g. Klausula wanprestasi debitur (Pasal 8)

4. Bahwa  untuk  menjamin  pinjamannya  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II

memberikan agunan berupa :

1 (satu) bidang tanah pekarangan:

No SHM : 01110

Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY

No SU : 00425/Bedoyo/2009

Tanggal : 13 Februari 2009

Luas : 619 m2

Atas Nama : Nyonya Karsilah

5. Bahwa terhitung sejak angsuran tanggal 12 Maret 2019, TERGUGAT I dan

TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji kepada

PENGGUGAT  karena  tidak  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

Disclaimer
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Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 dan Jadwal Angsuran Kredit  yang

sudah di sepakati;

6. Bahwa jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi oleh TERGUGAT I

dan  TERGUGAT  II  sampai  dengan  diajukannya  gugatan  ini  adalah

sebesar :

Pokok : Rp.     261.458.004

Bunga : Rp.       47.221.331

Denda                : Rp.       63.540.168   +

Total Kewajiban   Rp.      372.219.503

7. Bahwa  akibat  perbuatan  wanprestasi  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II

menjadi  kredit  bermasalah,  PENGGUGAT  mengalami  kerugian  yang

berpengaruh pada pendapatan PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan

operasional perbankan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh

tergugat maka mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat yaitu pihak

penggugat  harus  melakukan  pembentukan  pencadangan aktiva  produktif

(PPAP),  dimana PPAP tersebut  mengurangi  laba dari  perusahaan selain

tidak dibayarkan bunga pinjaman. 

8. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan penagihan dan peringatan secara

tertulis dengan melakukan tindakan pemberian Surat Peringatan I, II, dan III

kepada TERGUGAT I  dan TERGUGAT II  untuk memenuhi  kewajibannya

membayar  pokok,  bunga,  serta  denda,  namun tidak ada tanggapan dari

pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan kewajibannya

sebagaimana  sudah  disepakati  dalam  Perjanjian  Kredit  No.

0814/KA/IV/2018.

9. Bahwa untuk melindungi dan menjamin kepentingan PENGGUGAT dalam

mengajukan  gugatan  perkara  ini,  mohon  agar  dapat  dilakukan  dan

diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah pekarangan sebagai berikut:

No SHM : 01110

Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY

No SU : 00425/Bedoyo/2009

Tanggal : 13 Februari 2009

Luas : 619 m2

Atas Nama : Nyonya Karsilah

Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari  Asli  Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal  12 April

2018

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno
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Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan  bahwa  terdapat  perjanjian  hutang  piutang  antara

PENGGUGAT dan  TERGUGAT I  dan  TERGUGAT II,   dengan  syarat  –

syarat  dan ketentuan yang diatur sebagai berikut :

a. TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II  mengakui  menerima  fasilitas

pinjaman/kredit dari PENGGUGAT sebesar Rp. 320.000.000 (Tiga Ratus

Dua Puluh Juta Rupiah).

b. Angsuran pokok beserta bunga harus dibayar setiap bulan dalam jangka

waktu  60  (Enam Puluh)  bulan,  terhitung sejak  tanggal  12  April  2018

sampai dengan tanggal 12 April 2023.

c. Untuk  menjamin  pinjamannya  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II

memberikan agunan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah pekarangan

sebagai berikut :

No SHM : 01110

Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY

No SU : 00425/Bedoyo/2009

Tanggal : 13 Februari 2009

Luas : 619 m2

Atas Nama : Nyonya Karsilah

d. Bilamana angsuran pinjaman tidak dibayarkan tepat waktu sebagaimana

yang  telah  ditetapkan,  maka  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II

dikenakan  Denda  keterlambatan  angsuran  sebesar  0,3%  (nol  koma

tiga) per hari keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak.

2. Copy dari Asli Bukti Pembayaran Pihak PENGGUGAT kepada TERGUGAT I

dan TERGUGAT II

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang

pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh

juta  rupiah)  dipotong  biaya  provisi  sebesar  Rp.  6.400.000,-  (enam  juta

empat ratus ribu rupiah) dari pihak PENGGUGAT.

3. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I

4. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT II

5. Copy dari copy Kartu Keluarga TERGUGAT I dan TERGUGAT II

Keterangan Singkat Bukti 3, 4, dan 5 :

Membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertempat tinggal di Wilayah

Hukum  Pengadilan  Negeri  Wonosari.  Selain  itu  TERGUGAT  I  dan

TERGUGAT II adalah benar merupakan suami istri yang menandatangani
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Perjanjian  Kredit,  memberikan  agunan,  dan  menerima  pencairan

kredit/pinjaman dari PENGGUGAT.

6. Copy dari Asli Barang Agunan :

No SHM : 01110

Letak : Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY

No SU : 00425/Bedoyo/2009

Tanggal : 13 Februari 2009

Luas : 619 m2

Atas Nama : Nyonya Karsilah

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan  bahwa  benar  untuk  menjamin  pelunasan  pinjaman/kredit

TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan agunan berupa 1 (satu)

bidang tanah pekarangan.

7. Copy  dari  Asli   Surat  Peringatan  Pertama  Nomor  :  001/BPRDAM/0419

tertanggal 01 April 2019

8. Copy  dari  Asli   Surat  Peringatan  Kedua  Nomor  :  010/BPRDAM/0419

tertanggal 15 April 2019

9. Copy  dari  Asli   Surat  Peringatan  Ketiga  Nomor  :  001/BPRDAM/0519

tertanggal 02 Mei 2019

10. Copy dari Asli  Surat Pra Lelang Nomor : 009/BPRDAM/0519 tertanggal 20

Mei 2019

11. Copy dari  Asli   Surat  Teguran  Terakhir  dan  Pendaftaran  Lelang  Barang

Agunan Nomor : 001/PPL/BPRDAM/0620

Keterangan Singkat Bukti 7, 8, 9, 10, dan 11 :

Membuktikan  bahwa  PENGGUGAT telah  memberikan  peringatan  tertulis

secara  patut  kepada  TERGUGAT I  dan  TERGUGAT II  untuk  memenuhi

kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam

Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018.

12. Copy dari Asli Jadwal Angsuran Kredit

13. Copy dari Asli Rincian Pembayaran Angsuran Kredit

Keterangan Singkat Bukti 12 dan 13 :

Membuktikan  bahwa  berdasarkan  data  administrasi  pembukuan

PENGGUGAT,  pihak  TERGUGAT  I  dan  TERGUGAT  II  telah

wanprestasi/ingkar  janji  dalam  melaksanakan  kewajiban  pembayaran

angsuran pinjaman/kredit sesuai dengan kesepakatan PENGGUGAT selaku

Kreditur,  dengan  pihak  TERGUGAT I  dan  TERGUGAT II  selaku  Debitur
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sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit  No. 0814/KA/IV/2018 dan

Jadwal Angsuran Kredit yang sudah disepakati.

14. Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan No : 01700/2018 tertanggal 02 Juli

2018 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Gunungkidul.

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan  bahwa  agunan  kredit  berupa  1  (satu)  bidang  tanah  SHM

01110  /  Bedoyo  atas  nama  Nyonya  Karsilah  yang  dijaminkan  oleh

TERGUGAT I  dan TERGUGAT II  telah diikat  Hak Tanggungan Peringkat

Pertama.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal  yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT

mohon  kepada  Yang  Terhormat  Ketua  Pengadilan  Negeri  Wonosari  untuk

memanggil  para  pihak yang  bersengketa  pada  satu  persidangan  yang  telah

ditentukan  untuk  itu,  guna  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  gugatan  ini

dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit  No.  0814/KA/IV/2018

tertanggal  12 APRIL 2018;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

yang tidak melakukan pembayaran hutang sesuai Perjanjian Kredit No.

0814/KA/IV/2018 tertanggal  12 April 2018 adalah  Wanprestasi  kepada

PENGGUGAT;

4. Menyatakan Putus Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 yangd dibuat

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MEMBAYAR lunas

keseluruhan  hutangnya  kepada  PENGGUGAT,  yaitu   (sisa

pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 372.219.503 (Tiga Ratus Tujuh Puluh

Dua  Juta  Dua  Ratus  Sembilan  Belas  Ribu  Lima  Ratus  Tiga  Rupiah)

secara seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan

hukum tetap;

6. Menghukum  TERGUGAT I  dan  TERGUGAT II  apabila  tidak  melunasi

seluruh  sisa  pinjaman/kreditnya  (pokok  +  bunga  +  denda)  secara

sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan yang dijaminkan

kepada PENGGUGAT yaitu SHM No.01110 atas nama Nyonya Karsilah

dilelang melalui  Pengadilan Negeri  Wonosari  dengan perantara Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan
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lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit

TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

7. Menyatakan  sah  dan  berharga  sita  jaminan  yang  dimohonkan  serta

diletakkan dalam perkara ini;

8. Menghukum TERGUGAT I  dan  TERGUGAT II  untuk  membayar  biaya

perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

(EX Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat  hadir  diwakili  Kuasanya  dan  Para  Tergugat  hadir  sendiri  di

persidangan; 

Menimbang, bahwa  Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

para pihak, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  itu  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan

dengan  pembacaan  surat  gugatan  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Para

Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARA TERGUGAT tidak  membantah  bahwa  antara  PENGGUGAT  dan

PARA TERGUGAT telah terikat dalam suatu hubungan hukum yang sah

dalam  suatu  perjanjian  kredit  terkait  fasilitas  pinjaman  uang  sebesar

Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian

Kredit  yang  dibuat  dibawah  tangan  Nomor.  0814/KA/IV/2018  yang

dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor. 449/L/IV/2018

tanggal 12 April 2018.

2. Bahwa PARA TERGUGAT mohon AKTA atas dalil yang disampaikan oleh

PENGGUGAT dalam gugatannya pada butir 3 oleh karena hingga sampai

gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah

mendapatkan  salinan  maupun  fotocopy  dari  Perjanjian  Kredit  Nomor.

0814/KA/IV/2018 yang dilegalisasi oleh Aris Wicaksono, SH., Mkn Nomor.

449/L/IV/2018 tanggal  12 April  2018,  sehingga PARA TERGUGAT tidak

mengetahui  secara  detail  hal  –  hal  apa  saja  yang  telah  diatur  dalam

perjanjian kredit tersebut seperti jumlah angsuran, denda dan bunga.

3. Bahwa mengacu kepada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dari Peraturan Otoritas

Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan

Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  secara  jelas  telah  diatur  sebagai

berikut:
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(1) Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  menyediakan  dan/atau

menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang

akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. 

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

dokumen  atau  sarana  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat

bukti. 

Dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, mewajibkan pelaku usaha jasa

keuangan wajib menyampaikan informasi kepada nasabah secara akurat

dan harus ada dokumen sebagai alat buktinya. 

Dengan demikian mengacu pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, PENGGUGAT

memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada nasabah dalam

bentuk  dokumen sebagai  alat  buktinya,  yang  dalam perkara  ini  adalah

Dokumen  Perjanjian  Kredit  Nomor.  0814/KA/IV/2018,  namun  ternyata

kewajiban tersebut tidak pernah dilaksanakan PENGGUGAT kepada PARA

TERGUGAT, sehingga sesungguhnya PENGGUGAT juga telah melanggar

ketentuan  hukum  Pasal  4  ayat  1  dan  ayat  2  dari  POJK  Nomor.

1/POJK.07/2013.

4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan

oleh  PENGGUGAT  dalam  gugatannya  butir  5  yang  pada  pokoknya

menyatakan  bahwa  PARA  TERGUGAT  telah  melakukan  perbuatan

wanprestasi/ingkar  janji  kepada  PENGGUGAT.  Bahwa  dalil  yang

disampaikan PENGGUGAT tersebut adalah sangat tidak beralasan oleh

karena  nyata  –  nyata  bahwa  PARA  TERGUGAT  hingga  gugatan  ini

diajukan oleh PENGGUGAT masih dapat melaksanakan atau membayar

angsuran  sampai  dengan  bulan  September  2019  sehingga  sangatlah

terburu  –  buru  jika  kemudian  PENGGUGAT menyatakan  bahwa  PARA

TERGUGAT  telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  kepada

PENGGUGAT.

Adalah suatu fakta hukum bahwa PARA TERGUGAT telah menyampaikan

dalam mediasi pada PENGGUGAT tentang itikad baik PARA TERGUGAT

untuk  dapat  melunasi  pinjamannya  kepada  PENGGUGAT  dengan

meminta  jangka  waktu  penyelesaian  selama  3  (tiga)  bulan,  namun

PENGGUGAT menolak keinginan PARA TERGUGAT tersebut,  sehingga

nyata  –  nyata  PENGGUGAT lah  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk

menyelesaikan permasalahan ini.
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5. Dalam Pasal  1238  KUHPer  terkait  dengan  Somasi  telah  secara  tegas

diatur sebagai berikut  yang menyatakan : 

“Si berutang adalah lalai,  apabila ia dengan surat perintah atau

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”

6. Selanjutnya Pasal 1243 KUHPer menyatakan :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu  perikatan  mulai  diwajibkan, bila  debitur,  walaupun  telah

dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu

yang telah ditentukan”.

Dengan  demikian  berdasarkan  Pasal  1238  KUHPer  dan  Pasal  1243

KUHPer,  Surat-surat  peringatan  atau  somasi  wajib  disampaikan  oleh

Kreditur kepada Debitur untuk menyatakan bahwa Debitur telah lalai dalam

melaksanakan  kewajibannya.  Dengan  demikian,  somasi  merupakan

sarana  untuk  menetapkan  Debitur  berada  dalam  keadaan  lalai  (kalau

somasi  tidak  dipenuhi).  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor.  186

K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan lewat waktu saja belum dapat

dinyatakan  lalai  menurut  hukum  apabila  Kreditur  belum  secara  tertulis

menyatakan bahwa Debitur telah lalai. 

Dengan  demikian  PARA TERGUGAT  yang  tidak  pernah  mendapatkan

Surat-surat Peringatan dari TERGUGAT belum lah dapat dinyatakan lalai

dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor. 0814/KA/IV/2018 oleh karena

tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila

si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya.

7. Bahwa  PARA  TERGUGAT  menolak  dengan  tegas  upaya  yang  telah

dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana termaktub dalam daftar bukti

angka 10 dan 11 terkait dengan adanya upaya lelang yang diajukan oleh

PENGGUGAT terhadap agunan milik PARA TERGUGAT. 

Bahwa upaya lelang yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut nyata –

nyata sangat terburu – buru dan berlebihan, oleh karena hingga saat ini

belum  ada  putusan  dari  Pengadilan  Negeri  wonosari  yang  telah

menyatakan  bahwa  PARA  TERGUGAT  telah  melakukan  perbuatan

wanprestasi kepada PENGGUGAT, dengan demikian PARA TERGUGAT
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sangat  keberatan  terhadap  upaya  lelang  yang  dilakukan  oleh

PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

8. Bahwa  PARA TERGUGAT tidak  pernah  memiliki  itikad  buruk  terhadap

PENGGUGAT dalam  memenuhi  kewajibannya  sesuai  Perjanjian  Kredit.

Namun  beberapa  kali  telah  PARA  TERGUGAT  sampaikan  kepada

PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I  selama 4  (empat)  bulan  menderita

sakit tulang, disamping itu saat ini Indonesia terkena pandemi COVID  - 19

yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar, menengah dan kecil

sangat terdampat atas pandemi tersebut dan hal itu berimbas pada usaha

yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT.

9. Sudah sepatutnya  PENGGUGAT menerapkan dan menjalankan Pasal 2

ayat  1  dan  ayat  2  dari  PERATURAN  OTORITAS  JASA KEUANGAN

REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  11  /POJK.03/2020  TENTANG

STIMULUS  PEREKONOMIAN  NASIONAL  SEBAGAI  KEBIJAKAN

COUNTERCYCLICAL  DAMPAK  PENYEBARAN  CORONAVIRUS

DISEASE 2019

Pasal 2  ayat (1)

“Bank  dapat  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus

pertumbuhan  ekonomi  untuk  debitur  yang  terkena  dampak

penyebaran  coronavirus  disease  2019  (COVID-19)  termasuk

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. 

Pasal 2 ayat (2)

“Kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi:  a.  kebijakan

penetapan  kualitas  aset;  dan  b.  kebijakan  restrukturisasi  kredit

atau pembiayaan”.

PENGGUGAT harus  memperhatikan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah

sebagaimana  yang  dijalankan  oleh  PARA  TERGUGAT,  dengan

mengusahakan  restrukturisasi  kredit  dengan  mempertimbangkan

memberikan keringanan denda dan bunga atau pembiayaan kepada PARA

TERGUGAT  dan  bukannya  justru  mematikan  usaha  mikro,  kecil  dan

menengah  milik  PARA  TERGUGAT  yang  pinjamannya  belum  dapat

dinyatakan LALAI karena adanya PANDEMI COVID – 19 yang menyerang

bukan hanya PARA TERGUGAT namun seluruh pengusaha di Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas TERGUGAT I  dan TERGUGAT II

mohon kiranya agar Majelis Hakim perkara aquo memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
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- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Jika  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Wonosari  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi  sesuai  asli  Akte  Perjanjian  Kredit  Nomor:  0814/PA/IV/2018

tertanggal 12 April 2018 diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi  sesuai  asli  pembayaran pihak Penggugat  kepada para tergugat

tanggal pinjam 12 April 2018 diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama :Karsilah NIK: 3403104410630001,

diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama :Sukayat  NIK: 3403101405550001

diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi  dari  fotokopi  KK  No:  3403121308199921  atas  nama  Kepala

keluarga :Sukayat  , diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai asli  Sertipikat Tanah SHM: No;011110 yang di keluarkan

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi  dari  fotokopi  asli  Surat  Peringatan  pertama  No:

001/BPRDAM/0419 tertanggal 1 April 2019 , diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi  dari  fotokopi  Surat  Peringatan  kedua  No:  010/BPRDAM/0419,

tertanggal 15 April 2019 diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan ketiga tertanggal 02 Mei 2019 diberi

tanda bukti P-9;

10. Fotokopi  sesuai  asli  Surat  Pra  lelang  Nomor:  009/BPRDAM/0519  ,

tertanggal 20 Mei 2019  diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran terakhir dan pendaftaran lelang barang

agunan  Nomor: 001/BPRDAM/0620 , tertanggal 20 Mei 2019,  diberi tanda

bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai asli  jadwal angsuran Kredit nomor Rekening : 4-023337-

2,KRD.UMUM ANUITAS tanggal pencairan 21 April 2018  diberi tanda bukti

P-12;

13. Fotokopi  sesuai  asli  Rincian Pembayaran Angsuran Kredit,  tertanggal  27

Mei 2020 diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi  sesuai  asli  Sertifikat  Hak  tanggungan  No:  01700/2018  yang

dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02

Juli 2018 diberi tanda bukti P-14;
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1

sampai dengan tanda bukti P-14 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa

serta semua bukti  tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen

maupun telah  dilegalisir,  sehingga dapat  diterima dan dijadikan sebagai  alat

bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  bantahannya,  Para

Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi  sesuai  asli  Jadwal  Angsuran  pinjaman  Aktif  tertanggal  12  April

2018 diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi  dari  fotokopi  Tranfer  melalui  ATM  Bank  Mandiri  sebesar

Rp.8.900.000,00 tertanggal 27 Juli 2018, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi  dari  fotokopi  Tranfer  melalui  BCA   sebesar  Rp.8.900.000,00

tertanggal 31  Juli 2019, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi  dari  fotokopi  Tranfer  melalui  BCA  sebesar  Rp.8.900.000,00

tertanggal 30 Agustus  2019, diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi  dari  fotokopi  Tranfer  melalui  BCA  sebesar  Rp.8.900.000,00

tertanggal 30 September 2019 , diberi tanda bukti T-5;

6. Fotokopi  dari  fotokopi  Rekening Tahapan BCA  sebesar Rp.8.900.000,00

tertanggal 11 Desember  2019 , diberi tanda bukti T-6;

7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Instalasi Farmasi RS Khusus Bedah Karima

Utama  Jalan  Amanta  No:8-10  ,Kartosuro,  Sukoharjo,  tertanggal  18

September  2018 diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Rincian pembayaran oleh RS Khusus Bedah

Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro , Sukoharjo tertanggal 18

September 2018 diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi sesuai asli Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi yang di keluarkan

oleh RS Khusus Bedah Karima Utama Jalan Amanta No:8-10 ,Kartosuro ,

Sukoharjo, tertanggal 18 September 2018  diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi sesuai asli Instalasi Farmasi  yang dikeluarkan  oleh RS Khusus

Bedah  Karima  Utama  Jalan  Amanta  No:8-10  ,Kartosuro  ,  Sukoharjo

tertanggal 2 Oktober  2018 diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi sesuai asli Instalasi Farmasi  yang dikeluarkan  oleh RS Khusus

Bedah  Karima  Utama  Jalan  Amanta  No:8-10  ,Kartosuro  ,  Sukoharjo

tertanggal 2 Oktober  2018 diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi sesuai asli Hasil pemeriksaan Instalasi Radiologi yang di keluarkan

oleh  RS  Bethesda  ,  Jalan  Jenderal  Sudirman   No:70   Yogyakarta  ,

tertanggal 1 Nopember 2019   diberi tanda bukti T-12;
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13. Fotokopi sesuai asli Kuitansi No: 191101-02-8-0079 yang di keluarkan oleh

RS Bethesda , Jalan Jenderal Sudirman  No:70  Yogyakarta , tertanggal 1

Nopember 2019 diberi tanda bukti T-13;

14. Fotokopi  sesuai  asli  Kwitansi  No:  A2709466 yang  di  keluarkan oleh RS

Bethesda  ,  Jalan  Jenderal  Sudirman   No:70   Yogyakarta  ,  tertanggal  1

Nopember 2019 diberi tanda bukti T-14;

15. Fotokopi  sesuai  asli  Kuitansi  No:  A271442  yang   di  keluarkan  oleh  RS

Bethesda  ,  Jalan  Jenderal  Sudirman   No:70   Yogyakarta  ,  tertanggal  1

Nopember 2019 diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi  sesuai  asli  Kwitansi  No:  A2717443 yang  di  keluarkan oleh RS

Bethesda  ,  Jalan  Jenderal  Sudirman   No:70   Yogyakarta  ,  tertanggal  1

Nopember 2019 diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi  dari  fotokopi  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik

Indonesia Nomo: 11/pjok.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

sebagai  kebijakan  Countercyclical  dampak  Penyebaran  Coronavirus

Disease 2019  diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1

sampai dengan tanda bukti T-17 tersebut diatas dimuka sidang telah diperiksa

serta semua bukti  tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen

maupun telah  dilegalisir,  sehingga dapat  diterima dan dijadikan sebagai  alat

bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini,  untuk menyingkat putusan ini  dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada

pokoknya adalah Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan

pinjam  meminjam  uang  yang  dituangkan  dalam  kesepakatan  tertulis,  dan

pembayaran dilakukan secara berangsur, namun dalam angsuran ternyata Para

Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditungkan dalam

kesepakatan maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu

didalam  persidangan  dan  dituangkan  kedalam  putusan  ini  tentunya  harus

proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum; 

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat adalah tidak

membantah bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terikat

dalam suatu hubungan hukum yang sah dalam suatu perjanjian kredit terkait

fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 320.000.000,-  (tiga ratus dua puluh juta

rupiah)  berdasarkan  Perjanjian  Kredit  yang  dibuat  dibawah  tangan  Nomor.

0814/KA/IV/2018  yang  dilegalisasi  oleh  Notaris  Aris  Wicaksono,  SH.,  Mkn

Nomor. 449/L/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil  gugatan  Penggugat  lainnya

disangkal  oleh  Para  Tergugat,  maka  berpedoman  pada  pasal  163  HIR  jo

Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975,

beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  Gugatannya,

Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat yang selanjutnya

diberi tanda bukti P-1 sampai dengan alat bukti surat P-14,;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  sangkalannya, para

Tergugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) alat bukti surat, yang selanjutnya

diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan kedua

belah  pihak  tersebut  diatas,  Hakim  akan  mempertimbangkannya  sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat memohon agar

menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. untuk dapat

terkabulnya  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya,  maka  Hakim  akan

mempertimbangkan  satu  persatu  dari  petitum  gugatan  Penggugat,  untuk  itu

Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih

dahulu;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan

petitum kedua gugatan Penggugat  yang intinya memohon untuk  Menyatakan

sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal  12 APRIL

2018;

Menimbang, bahwa secara umum perjanjian adalah merupakan suatu

peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang

saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu.  Perjanjian  menimbulkan  suatu

hubungan  antara  dua  pihak  untuk  melakukan  sesuatu  atau  untuk  tidak

melakukan  sesuatu.  Perjanjian  dapat  berupa  suatu  rangkaian  ucapan  atau
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perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan  yang  dapat

disampaikan  baik  secara  tertulis  maupun  lisan. Pengertian  dasar  perjanjian

diatur dalam pasal 1313 BW yaitu : Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain

atau lebih”. Sehubungan pengertian Perjanjian  tersebut  Wirjono Prodjodikoro

mendifinitifkan sebagai  : “Suatu  perbuatan  hukum  mengenai  harta  benda

kekayaan  antara  dia  pihak  dalam  mana  satu  pihak  berjanji  atau  dianggap

berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut

pelaksanaan  janji  itu”.   (Hukum  Perdata  tentang  persetujuan-persetujuan

tertentu, sumur Bandung (tt), h.12.Selanjutnya disebut Wirjono  Prodjodikori I); 

Menimbang, bahwa hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam titel

II Buku  III  Burgerlijke Wet Boek Voor Indonesie (selanjutnya disingkat BW).

Perjanjian-perjanjian  khusus  dimuat  dalam  Bab  V  s/d  XVIII,  dan  diluar

ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum yang tumbuh dan berkembang

berdasarkan  azas  kebebasan  membuat  perjanjian  (Beginsel  der

contractvrijheid)  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  azas  kebebasan

berkontrak (freedom of contract). Azas kebebasan berkontrak ini merupakan

azas yang universal,  artinya semua negara pada umumnya menggunakan

azas kebebasan berkontrak sebagai dasar pembuatan perjanjian. Pengertian

kontrak  dalam  BW  dipersamakan  dengan  pengertian  perjanjian

sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1313 BW ; 
Menimbang,  bahwa  azas  kebebasan  berkontrak  (membuat

perjanjian) mengacu  pada pasal  1338  (1)  BW,  yang  berbunyi  “  semua

perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi

mereka  yang membuatnya  “ Didalam  istilah“  semua  “  terkandung  makna

azas  parti  autonomi,  freedom of contract  dan contractvrijheid,  sepenuhnya

menjadi  kewenangan  para  pihak  untuk  menentukan  bentuk  maupun  isi

perjanjian yang akan mereka buat. Sedangkan istilah “secara sah“ bermakna

bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (menurut hukum) adalah mengikat

(vide pasal 1320 BW). Dalam pasal 1320 BW terkandung azas yang esensial

dari hukum perjanjian yaitu azas konsensualisme yang menentukan adanya

(lahirnya) sebuah perjanjian. Dalam azas ini mengandung kehendak kedua

belah  pihak  untuk  mengikatkan  diri  dan  menimbulkan  kepercayaan

(ventrouwen)  diantara  para  pihak  terhadap  pemenuhan  perjanjian.  Azas

kepercayaan (ventrouwenier)  merupakan  nilai  ethis  yang  bersumber  pada

moral ; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  syahnya  perjanjian  sebagai  wujud  riil  dari

adanya kebebasan berkontrak tersebut  harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu

perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 

3. Suatu hal tertentu ; 

4. Suatu sebab yang halal ; 

Syarat  1  dan  2  merupakan  syarat  subyektif,  apabila  syarat  tersebut  tidak

terpenuhi,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan/pembatalan

(vernigtigbaar), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tersebut tidak terpenuhi, maka

perjanjian tersebut adalah batal demi hukum / kebatalan  (nigtig) atau  null and

void ;

Menimbang,  bahwa sepakat  atau  setuju,  sepaham,  merupakan  asas

konsensus / konsensualitas pembentukannya didasarkan pada teori kehendak

(will) ,teori pernyataan, teori kepercayaan akan timbulnya sepakat sendiri oleh

para pihak didalam perjanjian itu sendiri ; 

Menimbang,  bahwa  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan

memberikan penjelasan secara acontrario dalam pasal 1330 BW, yaitu : 

1. Orang orang yang belum dewasa (vide pasal 330 BW) ; 

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampu ; 

3. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang,

dan  pada  umumnya  semua  orang  kepada  siapa  undang-undang  telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ; 

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah bagian dari suatu wujud

kongkrit  dalam  memenuhi  unsur-unsur  (unsur  esensialia,  unsur  asidentalia,

unsur naturalia) didalam suatu perjanjian yang meliputi 1 harus ditentukan, 2.

Dapat diperdagangkan, 3. Mungkin dilakukan, 4. Dapat dinilai dengan uang ; 

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal / causa yang halal diartikan

bahwa  “suatu  perjanjian  tanpa  sebab,  atau  yang  telah  dibuat  karena  suatu

sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” (vide pasal 1335

BW), sedangkan mengenai sebab yang terlarang dapat diartikan “suatu sebab

yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” (vide pasal 1337 BW) ; 

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya /pacta sun servanda

(vide pasal 1338) ;
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Menimbang, bahwa selain batal  demi hukum / kebatalan  (nigtig) atau

null and void  akibat tidak terpenuhinya syrat 3 dan 4 pasal 1320 BW, syarat

batal demi hukum / kebatalan  (nigtig) atau  null and void  dapat terjadi apabila

didalam  merumuskan  suatu  perjanjian  mengandung  paksaan  (dwang),

kekhilafan  (dwaling), maupun  penipuan  (bedrog)  dengan  kata  lain  penyalah

gunaan keadaan (misbruik omstagdigheden) hal tersebut mendapat pengaturan

didalam pasal (1321, 1322, 1323, 1324, 1325, dan 1328) BW ; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  petitum  ke  dua  gugatan

Penggugat apakah terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian antara

Penggugat  dan  Para  Tergugat,  maka  dengan  mencermati  alat  bukti  yang

diajukan oleh Penggugat, yaitu alat bukti surat Akte Perjanjian Kredit Nomor:

0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 serta pengakuan dari Para Tergugat,

menunjukan  bahwa  ada  suatu  kesepakatan  antara  Penggugat  dan  Para

Tergugat  terkait  suatu  prestasi  penyerahan  uang  oleh  Penggugat  sebagai

pinjaman  dan  kewajiban  Para  Tergugat  untuk  menyerahkan  atau

mengembalikan  uang  yang  telah  dipinjam  beserta  bunga,  maka  dengan

demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perjanjian pinjam

meminjam uang;

Menimbang,  bahwa dengan  mengacu  pada  syahnya  perjanjian  yang

diatur  dalam pasal  1320 BW, maka perjanjian pinjam memimjam uang yang

dilakukan  oleh  Penggugat  dengan  Para  Tergugat  tentunya  perlu  dilakukan

pengujian.  Syarat  sah  pertama,  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya

artinya dalam hal ini telah terjadi suatu prestasi peminjaman sejumlah uang oleh

Penggugat kepada Para Tergugat maka diantara mereka telah bersepakat untuk

melakukan  suatu  prestasi,  selanjutnya  syarat  kedua  yaitu  kecakapan  untuk

membuat suatu perikatan, antara Penggugat dan Para Tergugat pada saat 12

April 2018 kedua belah pihak telah dewasa, hal tersebut dibuktikan dengan usia

yang  tertera  dari  identitas  gugatan,  dan  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang

membuktikan bahwa mereka berada dalam pengampu, sehingga kedua belah

pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah cakap melakukan perbuatan

hukum,selanjutnya syarat  yang ketiga, yaitu  suatu hal  tertentu bahwa suatu

perjanjian obyek yang diperjanjikan haruslah jelas sebagai  bagian dari  unsur

esensialia  dari  suatu  perjanjian.  Penggugat  dan  Tergugat  II  telah  sepakat

melakukan  suatu  perjanjian  pinjam meminjam uang,  maka  dengan  demikian

bahwa jelas obyek yang diperjanjian adalah pinjam meminjam uang, selanjutnya

syarat  yang keempat,  yaitu  suatu sebab yang halal,  suatu  perjanjian pinjam

meminjam  sebagaimana  yang  digarisakan  dalam  pasal  1754  BW  ,  bahwa
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pinjam  meminjam  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu

memberikan  kepada  pihak  yang  lain  sesuatu  jumlah  tentang  barang-barang

atau uang yang  yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari

macam  keadaan  yang  sama  pula,  maka  dengan  demikian  bahwa  pinjam

meminjam uang adalah suatu perbuatan hukum yang tidak dilarang dengan kata

lain adalah suatu sebab yang halal; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pandangan  hukum  tersebut,

maka  didapatlah  suatu  kesimpulan bahwa pinjam meminjam yang  dilakukan

oleh Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Akte Perjanjian Kredit Nomor:

0814/PA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018  adalah sah, maka dengan demikian

sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum kedua gugatan Penggugat

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  terhadap  petitim

ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan menurut hukum

perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran

hutang sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal  12 April 2018

adalah  Wanprestasi  kepada PENGGUGAT;

Menimbang,  bahwa  dalam  suatu  perikatan  ada  suatu  kewajiban-

kewajiban  atau  suatu  “prestasi”  yang  harus  dilaksanakan,  prestasi  tersebut

adalah  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat  sesuatu  atau  untuk  tidak

berbuat  sesuatu  (vide.  pasal  1234 Burgerlijk  Wetboek),  apabila  hal  yang

berkenaan  dengan  prestasi  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka,  membawa

konsekuensi hukum yang disebut dengan wanprestasi atau cidera janji, untuk itu

wanprestasi  itu  sendiri  dalam  hukum  perdata  dapat  diartikan  adalah “suatu

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut

selayaknya”,  selanjutnya yang dimaksud dalam keadaan wanprestasi  adalah

apabila  telah  lalai  melakukan  perjanjian,  sehingga  terlambat  melakukan

prestasi,  melakukan  prestasi  tidak  sempurna,  melakukan  prestasi  hanya

sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat

dalam suatu Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal  12 April 2018,

yang mana kedua belah pihak wajib untuk memenuhi kewajiban masing-masing,

berdasarkan  bukti  P-2  yakni  pembayaran  pihak  Penggugat  kepada  para

tergugat tanggal pinjam 12 April 2018, artinya Penggugat telah melaksanakan

prestasi sebagaimanayang telah diwajibkan dalam perjanjian, selanjutnya ada
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kewajiban  hukum  yang  wajib  pula  dilakukan  oleh  Para  Tergugat,  yakni

mengembalikan uang yang telah dipinjam beserta bunganya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P-7  yakni  Surat  Peringatan

pertama  No:  001/BPRDAM/0419  tertanggal  1  April  2019,  dalam  bukti  surat

tersebut bahwa pertanggal 1 April 2019 Para Tergugat terdapat keterlambatan

dalam melaksanakan kewajibannya, artinya bahwa prestasi sebelum pertangal

1  April  2019  telah  dilaksanakan  oleh  Para  Tergugat,  maka  dengan

diterbitkannya  bukti  P-7  tersebut  dimaknai  bahwa  Para  Tergugat  telah

melaksanakan  prestasinya  hanya  sebagian  dan  sebagiannya  terlambat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan dari Para Tergugat bahwa

Para  Tergugat  tidak  melakukan  wanprestasi  dengan  dibuktikan  bahwa  Para

Tergugat  telah  mengangsur  pinjaman yang diberikan oleh  Penggugat  hal  ini

dibuktikan  dengan  bukti  T-2  sampai  dengan  bukti  T-6,  yakni  bukti  transfer

sejumlah  uang  berkenaan  dengan  kewajiban  angsuran  yang  dilakukan  oleh

para  Tergugat,  namun  dalam  pembuktian  surat  tersebut  tidak  membuktikan

bahwa Tergugat telah melunasi kewajiban yang telah ditentukan sebagaimana

dalam jangka waktu diperjanjian tersebut, maka dalam hal ini  Para Tergugat

telah  melaksanakan  prestasinya,  namun  dilaksanakan  hanya  sebagian  dan

sebagiannya  terlambat  dilaksanakan,  dengan  melaksanakan  prestasi  secara

sebagian  dan  sebagiannya  terlambat  dilaksanakan  hal  tersebut  masuk  pula

dalam  keadaan  wanprestasi,  terkait  bantahan  dari  Para  Tergugat  yang

menyatakan  Para  Tergugat  yang  tidak  pernah  mendapatkan  Surat-surat

Peringatan dari  Tergugat belumlah dapat dinyatakan lalai  dalam pelaksanaan

Perjanjian  Kredit  Nomor.  0814/KA/IV/2018.  Dengan  demikian  Para  Tergugat

yang tidak pernah mendapatkan Surat-surat Peringatan dari TERGUGAT belum

lah  dapat  dinyatakan  lalai  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  Nomor.

0814/KA/IV/2018 oleh karena tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya

dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan

kewajibannya. Atas bantahan tersebut Para Tergugat tidak dapat membuktikan

dalilnya, namun bantahan tersebut terbantahkan kembali  dari  alat  bukti  yang

diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-7, P-8 dan P-9, yakni tentang somatie

yang dilakukan oleh Penggugat  kepada Para  Tergugat  dan dilampirkan pula

tanda  terima  dari  somatie  tersebut  yang  diterima  oleh  Para  Tergugat.

Selanjutnya  bantahan dari  Para  Tergugat  mengenai  keadaan dari  Tergugat  I

yang  selama  4  (empat)  bulan  menderita  sakit  tulang  sebagaimana  dengan

dibuktikan atas bukti T-7 sampai dengan T-16, disamping itu saat ini Indonesia
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terkena pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh usaha baik skala besar,

menengah  dan  kecil  sangat  terdampat  atas  pandemi  tersebut  dan  hal  itu

berimbas  pada  usaha  yang  dimiliki  oleh  PARA TERGUGAT,  yang  dikaitkan

dengan penerapan Pasal  2  ayat  1  dan ayat  2  dari  Peraturan Otoritas  Jasa

Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  11  /POJK.03/2020  Tentang  Stimulus

Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan  Countercyclical  Dampak

Penyebaran Coronavirus Disease 2019;

Menimbang,  bahwa terkait  dengan keadaan kesehatan dan keadaan

wabah  yang  dialami  secara  global,  bukanlah  menjadi  alasan  hukum  dalam

melakukan perubahan atas kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati,

namun hal tersebut kembali kepada keinginan dari Para Pihak untuk melakukan

perubahan suatu perjanjian yang telah disepakati, terkait pula dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang

Stimulus Perekonomian Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical  Dampak

Penyebaran  Coronavirus  Disease  2019  adalah  suatu  himbauan  yang  berifat

untuk  dapat  mengambil  kebijakan,  norma  ini  tidaklah  bersifat  imperative

(memaksa)  sehingga tidak  dapat  juga memaksa Penggugat  untuk  taat  pada

ketentuan tersebut, karena wabah covid -19 adalah wabah yang dialami secara

global, sehingga permasalahan ekonomi dihadapi dalam setiap lapisan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pandangan  hukum  tersebut,

maka  didapatlah  suatu  kesimpulan  bahwa  dalam  hal  ini  oleh  karena  Para

Tergugat  hanya melaksanakan prestasi  sebagian dan sebagiannya terlambat

dilaksanakan  dan  telah  dilakukan  teguran  pula  oleh  Penggugat  untuk

melaksanakan  kewajibannya,  namun  tidak  dilaksanakan  oleh  Para  Tergugat

maka Para Tergugat dipandang telah melakukan wanprestasi, dengan demikian

sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum ketiga gugatan Penggugat

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  petitum  keempat

gugatan  Penggugat  yang  mohon  menyatakan  Putus  Perjanjian  Kredit  No.

0814/KA/IV/2018  yang  dibuat  antara  PENGGUGAT  dan  TERGUGAT  I  dan

TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1266 BW menyebutkan ayat (1) “syarat

batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan  yang  timbal  balik,

andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”, Ayat (2) dalam hal

demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus

dimintakan kepada Hakim”  selanjutnya  dalam ayat  (3)  “  Permintaan ini  juga

harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban
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dinyatakan didalam perjanjian” dan ayat (4) jika syarat batal tidak dinyatakan

dalam  persetujuan,  maka  hakim  dalam  melihat  keadaan,  atas  permintaan

Tergugat, leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi

jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan petitum ketiga

bahwa  Para  Tergugat  dinyatakan  wanprestasi,  maka  akibat  hukum  dari

wanprestasi tersebut adalah adanya pembatalan dari perjanjian tersebut, dan

Para  Tergugat  tidak  ada  pula  permintaan  untuk  memperpanjang  waktu

pemenuhan prestasinya, dan pula oleh kerena Hakim memandang tidak ada

kemapuan  dari  Para  Tergugat  untuk  menyelesaikan  prestasinya,  maka

Perjanjian Kredit  No. 0814/KA/IV/2018 yang dibuat antara PENGGUGAT dan

TERGUGAT I  dan TERGUGAT II  layak  untuk  dibatalkan,  atas  pertimbangan

tersebut sudah selayaknya berdasarkan hukum untuk petitum keempat gugatan

Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  petitum  kelima

gugatan Penggugat yang mohon menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II

untuk MEMBAYAR lunas keseluruhan hutangnya kepada PENGGUGAT, yaitu

(sisa pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 372.219.503 (Tiga Ratus Tujuh Puluh

Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah)  secara

seketika sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi kreditur dapat menuntut adanya

penggantian biaya, rugi dan bunga (vide. Pasal 1243 BW), dalam hal ini maka

perlu didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan biaya itu sendiri adalah biaya

–biaya  pengeluaran  atau  ongkos-ongkos  yang  nyata/tegas  telah  dikeluarkan

oleh pihak,rugi dapat didefinisikan yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan

barang  dan/atau  harta  kepunyaan  salah  satu  pihak  yang  diakibatkan  oleh

kelalaian pihak lainnya (vide. Pasal 1246 BW) , Bunga adalah keuntungan yang

suharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain

tidak lalai dalam melaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya rugi dan bunga yang dituntut oleh

Penggugat adalah sebesar  Rp. 372.219.503 dari kalkulasi Pokok/biaya : Rp.

261.458.004 + Bunga : Rp.  47.221.331 + Denda : Rp. 63.540.168, dalam hal ini

perlu menjadi kajian apakah “denda” tersebut adalah hal yang dapat dituntut

dengan  adanya  wanprestasi,  berdasarkan  pemahaman  sebagaimana  hal-hal

yang dapat dituntut dalam wanprestasi adalah terbatas pada biaya, rugi, dan

bunga,  maka  dalam  hukum  perdata  tidak  dikenal  dengan  adanya  denda,

sehingga dalam hal ini tuntutan hak atas adanya wanprestasi yang dilakukan
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oleh  Para  Tergugat  hanya  terbatas  pada  biaya  dan  bunga,  yakni  sebesar

Pokok/biaya : Rp.     261.458.004 + Bunga : Rp.  47.221.331 adalah sebesar

Rp.308.679.335,  atas  pertimbangan  tersebut  sudah  selayaknya  berdasarkan

hukum untuk petitum kelima gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  petitum  keenam

gugatan Penggugat yang mohon menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II

apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda)

secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap agunan yang dijaminkan

kepada PENGGUGAT yaitu SHM No.01110 atas nama Nyonya Karsilah dilelang

melalui  Pengadilan  Negeri  Wonosari  dengan  perantara  Kantor  Pelayanan

Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  dan  hasil  penjualan  lelang  tersebut

digunakan  untuk  pelunasan  pembayaran  pinjaman/kredit  TERGUGAT  I  dan

TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam adalah berkenaan dengan

pelaksanaan  putusan  yang  dilakukan  secara  paksa  apabila  putusan  tidak

dijalankan secara sukarela,berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  2

tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam pasal

31 Ayat 3 menyebutkan bahwa “Dalam hal ketentuan ayat (2) tidak dipatuhi,

maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang

berlaku” maka dengan demikian ditegaskan bahwa terkait dengan pelaksanaan

putusan yang tidak dilakukan secara sukarela dengan kata lain putusan yang

dilakukan secara paksa harus tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku,

oleh karena pemeriksaan gugatan sederhana sebatas hanya memeriksa dan

memutus perkara gugatan sederhana, maka pemeriksaan gugatan sederhana

tidak  berwenang  memeriksa  dan  memutus  berkenaan  dengan  pelaksanaan

putusan, karena hal tersebut diatur dalam proses hukum acara terpisah. Atas

pertimbangan  tersebut  sudah  selayaknya  berdasarkan  hukum  untuk  petitum

keenam gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  petitum  ketujuh

gugatan Penggugat yang mohon Menyatakan sah dan berharga sita jaminan

yang dimohonkan serta diletakkan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa sita jaminan didasarkan pada pasal  227 ayat (1)

HIR Yang menyatakan “Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang

berhutang,  yang  perkaranya  belum  diputus  akan  tetapi  belum  dapat

dilaksanakan,  berusaha  untuk  menggelapkan  atau  membawa  pergi  akan

barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak
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dapat  dijangkau  oleh  yang  berpiutang  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas

permohonan  yang  berkepentingan  dapat  memerintahkan  agar  dilakukan

penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si Pemohon,

kepada  siapa  juga  diberitahu  untuk  datang  menghadap  didepan  sidang

Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang

pertama  berikutnya  untuk  mengajukan  gugatannya  serta  membuktikan

kebenarannya” atas  hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  suatu  sita

jaminan  adalah  suatu  sita  yang  dilakukan  terhadap  harta  debitur,  untuk

menjamin  suatu  kewajiban  dari  debitur  kepada  kreditur,  untuk  itu  jika

mencermati kasus antara Penggugat dan Tergugat, adalah berkenaan dengan

pinjam  meminjam  dimana  barang  yang  dimohonkan  telah  dilekati  Hak

Tanggungan  sebagaimana  bukti  P-14,  yaitu  Sertifikat  Hak  tanggungan  No:

01700/2018 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul

tertanggal 02 Juli 2018, maka sita jaminan bukanlah hal yang tepat dilakukan,

dilain hal obyek yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada satu bukti apapun

dan  alasan  apapun  obyek  permohonan  sita  digelapkan  ataupun  dialihkan

kepada  pihak  lain,  dengan  demikian  Hakim  berpandangan  bahwa  sudah

selayaknya petitum ketujuh dari gugatan Penggugat untuk ditolak

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  alat  bukti  lainnya  yang

diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara

ini,  menurut  pandangan  Pengadilan  /  Hakim  in  cassu  tidak  perlu

dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk

selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk

sebagian,  maka Para  Tergugat  adalah pihak yang  kalah  tidak  mutlak,  maka

untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Penggugat dan

Para Tergugat, yaitu setengah dibebankan kepada Penggugat dan setengahnya

lagi  dibebankan  kepada  Para  Tergugat  (vide.  Putusan  MA  nomor  432

K/Sip/1973);

Menimbang  bahwa  mengambil  pandangan  Roscoe  Pound  sebagai

salah satu ahli hukum dengan aliran  Sociological Jurisprudence  memberikan

pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (law as tool

of  social  engineering) hukum  tidak  saja  dibentuk  berdasarkan  kepentingan

masyarakat  tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai

upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada
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perubahan-perubahan  yang  dikendakinya.  Oleh  karena  itu  aparat  penegak

hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar,

logika, sejarah, adat istiadat, pedoman prilaku yang benar agar keadilan dapat

ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengembangkan  masyarakat.  Tugas  utama  adalah  sarana  pembaharuan

masyarakat  dalam  pembangunan  hukum,  begitu  pula  dengan  perkara  aquo

dengan  putusan  ini  diharapkan  kepada  para  pihak,  baik  pihak  Penggugat

maupun  pihak  Para  Tergugat  menjadikan  suatu  putusan  hukum  ini  sebagai

suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu

permasalahan  dengan  mengedepankan  teorinya,  namun hakim  juga  dituntut

untuk  menggunakan  intuisinya  dalam  mendamaikan  pihak-pihak  yang

bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo

bahwa   “Hukum  itu  bukan  hanya  bangunan  peraturan,  melainkan  juga

bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita

kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam

suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa

keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya

sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu  prestige ataupun

menjatuhkan  satu  sama lainnya,  melainkan  hanyalah  suatu  pengakuan  atas

suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan

kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu

filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan

di  masyarakat  yang memberi  makna bahwa hukum adalah mensejahterakan

dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320, 1243, 1246 Burgerlijk Wetboek (BW),

Undang  Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan  Kehakiman,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019

Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan  sah  secara  hukum  Perjanjian  Kredit  No.  0814/KA/IV/2018

tertanggal  12 APRIL 2018;
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3. Menyatakan  menurut  hukum  perbuatan  Para  Tergugat  yang  tidak

melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit

No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah  Wanprestasi;

4. Menyatakan Perjanjian Kredit  No.  0814/KA/IV/2018 tertanggal   12 APRIL

2018 adalah batal;

5. Menghukum  Para  Tergugat  karena  Perbuatan  Wanprestasi,  untuk

membayar  uang kepada Penggugat  sejumlah Rp.308.679.335 (tiga ratus

delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima

rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

secara berimbang, yakni sejumlah Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam

ribu rupiah), untuk Penggugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus enam puluh

tiga ribu rupiah) dan untuk Para Tergugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus

enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputusakan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020

oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno tanggal 7 Agustus 2020 dan putusan tersebut

pada hari  itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum

dengan  dihadiri  oleh  Sularmi,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri

tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

     Panitera Pengganti,                                             Hakim 

              Sularmi                                 I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,

PERINCIAN BIAYA :
1. Biaya Pendaftaran.........................................................................................Rp.       30.000,-
2. Biaya 

ATK................................................................................................. Rp.       50.000,-
3 Biaya Panggilan............................................................................................Rp.      200.000,-
4. PNBP Relaas Panggilan...............................................................................Rp        30.000,-
5. Redaksi.................................................................................................

... Rp.       10.000,-
6. Meterai..........................................................................................................Rp.         6.000,-

                                      J U M L A H  Rp.     326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Bengkulu  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara

perdata  gugatan sederhana, telah  menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara gugatan antara:

PT. Toyota  Astra  Financial  Services  Cabang  Bengkulu,  tempat

kedudukan Jl. S Parman No. 18 B, Tanah Patah, Ratu Agung,

Tanah Patah, Ratu Agung, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung,

Kota  Bengkulu,  yang  diwakili  oleh  Riswan  Fourenta

Karyawan  PT  Toyota  Astra  Financial  Services  Cabang

Bengkulu,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa kepada

Desrinaldo,  Ahmad  Syukri,  Harapan  Manurung  dan  Maria

Victoria, sesuai Surat Kuasa Nomor: 0012/0027-BKL/IV/2020

tanggal  27  April  2020  yang,  yang  telah  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  Nomor

165/IV/2020/PN  Bgl  tanggal  29  April  2020, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Koriyanti, bertempat tinggal di Jl. Iskandar 16 No 61 Rt.013/ Rw.001,

Tengah Padang, Teluk Segara, Bengkulu 38118, sebagai Ter

gugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah  membaca  berkas  perkara  beserta  surat-surat  yang

bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  27 April

2020 yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Bengkulu  pada tanggal 30 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN

Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat  menyatakan  Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada

Penggugat;

a. Perjanjian  Pembiayaan  sebagai  dasar  hubungan  hukum  antara

Penggugat dan Tergugat;

Perjanjian Pembiayaan dengan No.:  1714441876 dibuat pada tanggal

17  Juli  2017   (untuk  selanjutnya  disebut  “Perjanjian  Pembiayaan”)
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berikut  dengan  Syarat  dan  Ketentuan  Perjanjian  Pembiayaan  serta

Lampiran Angsuran (Bukti P-2);

b. Hal Yang Diperjanjikan Dalam Perjanjian Pembiayaan;

Pembiayaan 1 (satu)  unit  kendaraan TOYOTACALYAB 40 E M/T 01

(untuk  selanjutnya  disebut  “Kendaraan”)  dengan  cara  kredit  melalui

Penggugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut (Bukti P-2):

 Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,-

 Bunga : Rp.   67.625.860,-

 Jumlah Hutang : Rp. 208.440.000,-

 Jangka Waktu : 60 angsuran

 Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017

 Besar angsuran : Rp. 3,474,000-

c. Pasal  Yang  Dilanggar  Oleh  Penggugat  Berdasarkan  Perjanjian

Pembiayaan;

Tergugat tidak  melaksanakan  kewajibannya untuk  melakukan

pembayaran  hutangnya  terhitung  sejak  angsuran  ke-30 yang  jatuh

tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini

diajukan;

Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan

(untuk selanjutnya disebut “SKPP”) (Bukti P-2), menyatakan:

“Setiap  peristiwa  dibawah  ini  merupakan  “Peristiwa  Wanprestasi”

berdasarkan Perjanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saat jatuh

tempo  salah  satu  angsuran  atau  angsuran-angsurannya atau

kewajiban-kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal

mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.”

Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P-1), menyatakan:

“DEBITOR  tanpa  menunda-nunda  harus  segera  membayar  seluruh

jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak

terbatas pada:

8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harus

dibayar  namun  belum  dibayar,  bersama  dengan  bunga  dan

denda  keterlambatan  pembayaran  sesuai  dengan  tarif  yang

disebut dalam PERJANJIAN;

8.2.2.2 semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITOR,

termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum,

biaya  notaris,  biaya  penguasaan  kembali,  penyimpanan,

pengangkutan,  asuransi,  perbaikan  dan  penjualan  atau

pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, sejak tanggal
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dikeluarkannya  ongkos  atau  biaya  tersebut  sampai  dengan

selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITOR.”;

seluruh sisa hutang pokok Tergugat yang menjadi kerugian Penggugat

yaitu senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan 

puluh empat ribu buah)

d. Kerugian Yang Dialami Penggugat.

Kerugian  total yang  dialami  Penggugat  adalah  senilai  Rp.

109.000.224,-  (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat

rupiah), dengan rincian:

(i) Sisa  Hutang  Pokok yang  wajib  dibayar  Tergugat senilai  Rp.

107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat

ribu buah).; dan

(ii) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal

27 April 2020, yaitu:

- Angsuran  ke-30  (jatuh  tempo  tanggal  25/01/2020),

keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164,-;

- Angsuran  ke-31  (jatuh  tempo  tanggal  25/02/2020),

keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-;

- Angsuran  ke-32  (jatuh  tempo  tanggal  25/03/2020),

keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-;

Pasal 4.3 SKPP (Bukti P-1), menyatakan:

“Untuk  setiap  hari  keterlambatan  pembayaran  angsuran  yang

seharusnya  dibayar  oleh  DEBITOR  dan/atau  apabila  terdapat

pembayaran  angsuran  yang  lebih  kecil  atau  kurang  dari  jumlah

angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan,  maka DEBITOR

berkewajiban  membayar  denda  keterlambatan  kepada  KREDITOR

sebesar 0,2% (Nol koma Dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah

kewajiban  DEBITOR  yang  telah  jatuh  tempo  dan  membayar  biaya

administrasi  untuk  setiap  keterlambatan  pembayaran  (“Biaya

Administrasi Keterlambatan”) per angsuran yang jatuh tempo sebesar

Rp.  20.000  (Dua  puluh  ribu  rupiah),  yang  berhak  ditagih  secara

sekaligus  dan  seketika  tanpa  didahului  teguran  oleh  KREDITOR

kepada DEBITOR.”;

Bahwa sepatutnya  Tergugat juga  dibebankan  bunga senilai  6% per

tahun terhitung  sejak  gugatan  di  majukan  di  Pengadilan  Negeri

Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Te

rgugat,  sebagai  akibat dari  berhentinya Penggugat menerima haknya

yang menjadi kewajiban Penggugat;
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e. Penggugat telah memperingatkan Tergugat.

Penggugat  telah  memperingatkan  Tergugat untuk  melaksanakan

kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan,

melalui  Surat Peringatan ke-1 tertanggal 30 Januari  2020  (Bukti P-

3.a), Surat Peringatan ke-2 tertanggal 8 Februari 2020 (Bukti P-3.b),

dan Surat Peringatan ke-3 13 Februari 2020 (Bukti P-3.c).

Bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat : 

1. Kwitansi Pelunasan Kendaraan dengan No.: 204-KA2315 (“Bukti 

P-1”).

Keterangan singkat :

Membuktikan  Penggugat  telah  melaksanakan  kewajibannya  melakukan

pelunasan atas pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat;

2. Perjanjian Pembiayaan dengan No.:  1714441876 dibuat pada tanggal  15

Juli  2017  berikut  dan  Syarat  dan  Ketentuan Perjanjian  Pembiayaan  dan

Lampiran Angsuran ( “Bukti P-2”);

Keterangan singkat :

Berdasarkan  Syarat  dan  Ketentuan  Perjanjian  Pembiayaan  dengan  No.:

1714441876 dibuat pada tanggal 15 Juli 2017 (“SKPP”),  Tergugat memiliki

kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal

jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  untuk  setiap  bulannya  berdasarkan

Perjanjian  Pembiayaan  (Lampiran  Angsuran).  Berdasarkan  Pasal  8.1.1

SKPP,  dalam  hal  Tergugat berhenti  membayar  angsuran  yang  cukup

dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah

melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

Oleh karena itu, dalam hal  Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)

kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2  SKPP, mewajibkan Tergugat

dengan  segera  dan  seketika  melakukan  pembayaran  seluruh  sisa

hutangnya  kepada  Penggugat  yang  totalnya  adalah  senilai  Rp.

109.000.224,-  (seratus  sembilan  juta  dua  ratus  dua  puluh  dua  empat

rupiah);

3. Bukti Pengiriman dan isi dari:

a.  Surat Peringatan ke-1 (Bukti P-3.a);

b.  Surat Peringatan ke-2 (Bukti P-3.b); dan 

c.  Surat Peringatan ke-3 (Bukti P-3.c).

Keterangan singkat :

Bukti-bukti  tersebut  membuktikan  bahwa  Penggugat  telah

memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan
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Perjanjian Pembiayaan, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk

melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

4. a. Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dengan  No.:  W8.00032336 TAHUN  2017

tertanggal 4 Agustus 2017 (Bukti P-4.a);

b. Akta Fidusia No.: 237 tanggal 31 Juli 2017 (Bukti P-4.b);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Kendaraan menjadi atas pelunasan kewajiban Terguga

t kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;

5. Tanda Terima Penyerahan Barang tertanggal 17 Juni 2017 (Bukti P-5).

Keterangan singkat :

Bahwa  Tergugat telah menerima haknya berupa 1 (satu) unit Kendaraan,

sehingga  Tergugat seharusnya  melaksanakan  kewajibannya  untuk

membayar  angsuran-angsuran  sesuai  dengan  yang  disepakati  dalam

Perjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran) (Bukti P-5);

6. Installment Schedule  per tanggal 27 April 2020 (Bukti P-6).

Keterangan singkat :

Bahwa melalui  Installment Schedule  per tanggal  27 April  2020  ini  dapat

dilihat angsuran yang tertunggak oleh Tergugat dan sisa seluruh hutang dari

Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan  segala  uraian  yang  telah  Penggugat  kemukakan  di  atas,

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  memanggil  para

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu

guna  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  gugatan  ini.   Dan  selanjutnya

berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan  demi  hukum  perbuatan  Tergugat adalah  perbuatan

Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

3. Menghukum  Tergugat untuk  mengganti kerugian dari  Penggugat senilai

Rp. 109.000.224,-  (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat

rupiah); 

4. Menghukum  Tergugat membayar  bunga senilai  6% per  tahun terhitung

sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh

kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat  pada persidang
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an pertama hadir Prinsipalnya sendiri dan untuk selanjutnya dihadiri oleh kuasa

nya  Hendri  Awansyah, SH. dan  Sugihan Pribadi,  SH., Advokat,  beralamat di

Jalan  Kapuas Nomor 5 A RT. 03 RW 01 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan

Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Mei 2020  yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri  Bengkulu

pada tanggal 12 Mei 2020 dibawah Nomor : 186/V/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa  Hakim  telah  mengupayakan  perdamaian  diantara

para pihak di depan persidangan dan selalu disampaikan di setiap acara persidan

gan,  akan  tetapi  tidak  berhasi  dan oleh  karena  itu  pemeriksaan  perkara

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut Tergugat

memberikan jawaban tertanggal 13 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Bahwa  Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil  Gugatan

Pengugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;

2. Bahwa dalam ini Kami mempertanyakan Legal Standing Penerima Kuasa

yang  pada  Surat  Kuasa  yang  diberikan  oleh  pihak  Perusahaan  kepada

Karyawannya. Yang mana Penerima Kuasa adalah cacat Hukum dimana

karyawan  PT.  Toyota  Astra  Finacial  Service  bukanlah  sebagaimana

dimaksud dari  UU Nomor :  18 Tahun 2003 Tentang Advokat  yang dapat

mewakili seseorang atau badan hukum untuk beracara di Pengadilan; 

3. Bahwa  untuk  dapat  beracara  di  Pengadilan  sebagai  Penerima  Kuasa

haruslah sesorang yang sudah di sumpah sebagai Advokat di depan Ketua

Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun 2003;

4. Bahwa  Untuk hal  tersebut di  atas Kami memohon Kepada Hakim pada

Pengadilan Negeri Bengkulu untuk dapat memutuskan Perkara ini dengan

Putusan Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya  menyatakan  Gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  (niet

ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat

kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;

2. Bahwa benar Tergugat membeli kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota

Calya  E  M/T  kepada  Penggugat  dengan  uang  Panjar  sejumlah  Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa  Tergugat telah  melaksanakan  Kewajibannya  mulai  dari  sejak

diterimanya 1  (satu)  unit  Kendaraan  Toyota  Calya  E  M/T  berdasarkan
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Pembayaran  yang  telah  di  terima  oleh  Penggugat  tanggal  15/08/2017

sejumlah  Rp.  3.474.000,-  (tiga  juta  empat  ratus  tujuh  puluh  empat  ribu

rupiah);

4. Bahwa Tergugat telah terus menerus melakukan pembayaran kewajibannya

hingga tanggal 23-01-2020 sejumlah uang Rp. 3.494.000,- (tiga juta empat

ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana pembayaran tersebut

adalah yang ke 29 dari kewajiban Tergugat;

5. Bahwa  sejak  bulan  Februari  2020  Tergugat tidak  dapat  lagi  melalukan

pembayaran karena usaha  Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang

di  perparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona

(covid  19)  yang  membuat  usaha  Tergugat tidak  berjalan  lancar  hingga

sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar semua sisa hutang

yang tertungak hingga bulan Mei 2020 tapi kemampuan  Tergugat menjadi

tidak lancar karena  Pandemi Corona (covid 19), untuk hal tersebut Terguga

t mohon kebijaksanaan Hakim untuk menimbangnya agar Rasa Keadilan

juga  dapat  di  rasakan  Tergugat,  karena  Tergugat telah  beritikad  baik

melakukan pembayaran dari tanggal 15/08/2017 hingga 23-01-2020 yang

kalau di total keseluruhannya pembayaran yang dilakukan Tergugat adalah

Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu

rupiah);

7. Bahwa sisa hutang  Tergugat adalah Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta

enamratus sembilan sembilan puluh empat ribu rupiah).  Dari  total  pokok

hutang keseluruhan yang berjumlah Rp. 208.440.000,- (dua ratus delapan

juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

8. Bahwa  Tergugat memohon  kepada  Hakim  untuk  dapat  memerintahkan

merescedul  dari  Perjanjian  Pembiayaan  Tergugat Nomor  ;  1714441876

tanggal  17 juli  2017 dengan menhitung sisa hutang Pokok dari  Tergugat

yaitu :  Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh

empat  ribu  rupiah),  menjadi  pokok  hutang  yang  tertungak  dan

memperpanjang  masa  pembayaran  Tergugat menjadi  60  (enam  puluh)

angsuran sejak rescedule dengan angsuran perbulan Rp. 1.794.000 (satu

juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu) agar Tergugat dapat membayar

sisa hutang tersebut dan memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E

M/T yang telah Tergugat bayar sejak tanggal 15/08/2017;

9. Bahwa apabila Penggugat Keberatan dengan opsi rescedule hutang Tergug

at mohon  dapat  kepada  Hakim  untuk  memerintahkan  memberikan

Kompensasi sejumlah uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan
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Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada

Penggugat secara sukarela;

10. Bahwa sejak maraknya Pandemi Corona (covid 19) adalah force majeure

terhadap  Tergugat (halangan  melaksanakan  kewajiban)  dimana

berdasarkan pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi “ tidak ada pengantian

biaya,  kerugian dan bunga bila  ada keadaan memaksa atau karena hal

yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitutr  terhalanguntuk  memberikan  atau

berbuat  sesuatu yang diwajibkan,  atau melakukan suatu perbuatan yang

terlarang baginya “;

11. Bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  diatas  maka  unsur  utama  yang

menimbulkan  force  majeure  pada  Tergugat (halangan  melaksanakan

kewajiban) adalah :

1. Adanya kejadian yang tak terduga;

2. Adanya  halangan  yang  menyebabkan  suatu  prestasi  tidak  mungkin

dilaksanakan;

3. Ketidakmampuan tersebut tidak oleh kesalahan debitur;

4. Ketidakmampuan  tersebut  tidak  dapat  dibebankan  risiko  kepada

Debitur;

12. Bahwa Pandemi Corona (covid 19)  adalah force majeure pada  Tergugat

(halangan melaksanakan kewajiban) yang telah merebak di seluruh dunia

dengan  demikian  mohon  kebijaksaan  Hakim  dalam  mempertimbangkan

Perkara ini untuk dapat di kabulkan;

Bahwa berdasarkan pasal 1245 KUHPerdata,  Tergugat mohon dengan hormat

sudilah  kiranya  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  untuk

memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Keseluruhan;

2. Menolak Gugatan dari  Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan  Gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  (niet  ontvankelijk

verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada perkara

ini. 

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Penggugat untuk merescedule  Perjanjian Pembiayaan Terg

ugat Nomor ;  1714441876 tanggal  17 juli  2017 dengan menghitung sisa

hutang Pokok dari  Tergugat yaitu :  Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta

enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), menjadi pokok hutang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertungak  dan  memperpanjang  masa  pembayaran  Tergugat menjadi  60

(enam puluh)  angsuran  sejak  rescedule  dengan  angsuran  perbulan  Rp.

1.794.000  (satu  juta  tujuh  ratus  sembilan  puluh  empat  ribu)  atau

Memerintahkan memberikan Kompensasi sejumlah Rp.40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit

Kendaraan Toyota Calya E M/T kepada Penggugat secara sukarela;

3. Menghukum Penggugat  untuk membayar  biayayang timbul  pada perkara

ini. 

Atau 

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat te

lah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2020 dan Tergugat t

elah pula mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2020 yang ter

muat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  mendukung  dalil-dalil

Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Kwitansi Pelunasan Kendaraan dengan No.: 204-KA2315 tangga

l 13 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1a;

2. Foto copy Pasal-pasal perjanjian, selanjutnya diberi tanda bukti P-1b;

3. Foto copy  Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 tertanggal 15

Juli  2017  (untuk  selanjutnya  disebut  “Perjanjian  Pembiayaan”),

selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

4. Foto copy surat  tanda terima Surat Peringatan ke-1 tertanggal 30 Januari

2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a; 

5. Foto copy surat  tanda terima Surat Peringatan ke-2 tertanggal  8 Februari

2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;

6. Foto copy surat tanda terima Surat Peringatan terakhir tertanggal 13  Febru

ari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c;

7. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W8.00032336.AH.05.01 TAHUN

2017  tanggal  04  Agustus  2017  (untuk  selanjutnya  disebut  “Sertifikat

Jaminan Fidusia”), selanjutnya diberi tanda bukti P-4a;

8. Foto copy Akta No.237 tertanggal 31 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut

“Akta Fidusia”)  yang dibuat  oleh Notaris  Mirza,  SH.,  M.KN, selanjutnya

diberi tanda bukti P-4b;

9. Foto copy Delivery Order tertanggal 17 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda

bukti P-5;

10. Print out nstallment Schedule atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi)
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dicetak  pada  tanggal  15  Januari  2020  (untuk  selanjutnya  disebut

“Installment Schedule”), selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

11. Foto copy Anggaran Dasar Perseroan PT Toyota Astra Financial Services,

selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

12. Foto copy  Akta  No.  6  tertanggal  18  Desember  2018,  selanjutnya diberi

tanda bukti P-8;

13. Foto copy Keputusan Menteri Keuangan No.: KEP-257/KM.10/2012 tanggal

13 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

14. Foto  copy  Surat  Kuasa/  Power  of  Attorney  No.:  036/POA/Leg/II/2020

tertanggal 11 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang,  bahwa  semua  bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  dan

dicocokkan  dengan  yang  aslinya,  ternyata  Bukti  P-1a s/d P-10 telah  sesuai

dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa prin out, P-7 s/d P-9 tidak ada aslinya

serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  mendukung  dalil-dalil

Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy  Bukti Pembayaran ke 29,  Photocopy yang sesuai dengan 

aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T-1; 

2. Print Out Track Record Pembayaran dari Tergugat, Print Out bermaterai 

cukup, diberi tanda T-2; 

Menimbang,  bahwa  semua  bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  dan

dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T-1 telah sesuai dengan aslinya

dan T-2   berupa prin out,  kedua surat bukti  serta telah diberi  meterai yang

cukup sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat

bukti lainnya;

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini,  para  pihak telah  mengajukan

Kesimpulan  pada  tanggal  27  Mei  2020  dan  tidak  mengajukan  apa-apa lagi,

selanjutnya para pihak mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa selanjutnya  segala  sesuatu  yang  termuat  dalam

berita acara persidangan perkara ini,  untuk menyingkat putusan ini  dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan Ekse

psi dengan mempertanyakan Legal Standing Penerima Kuasa yang pada Surat

Kuasa yang diberikan oleh pihak Perusahaan kepada Karyawannya. Yang mana

Penerima  Kuasa  adalah  cacat  Hukum  dimana  karyawan  PT.  Toyota  Astra
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Finacial Service bukanlah sebagaimana dimaksud dari UU Nomor : 18 Tahun

2003 Tentang Advokat yang dapat mewakili seseorang atau badan hukum untuk

beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pemberian kuasa dari perusa

haan kepada karyawannya untuk menghadap di Pengadilan telah di atur dalam

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98 A

yat (1) menyatakan Direksi adalah organ perusahaan yang mewakili perseroan

baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam Pasal 103, Direksi berwenang u

ntuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain untuk berti

ndak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan, Mahkamah Agung seca

ra khusus juga telah memberikan panduan melalui Buku Pedoman Teknis Admin

istrasi dan Teknis Peradilan pada halaman 53 bagian f poin d, salah satunya yan

g dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat atau Tergugat yang piha

knya perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah direksi/ pengurus atau ka

ryawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karyawan perus

ahaan terbatas yang mendapat surat kuasa khusus dari pihak direksi/ pengurus

perusahaan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepadan

ya, maka telah mempunyai legal standing untuk menghadap di depan pengadila

n;

Menimbang, bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat tidak beralasan

hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada

pokoknya adalah Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat t

erhadap Perjanjian Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17

Juli 2017, yaitu  Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E

M/T 01 dengan cara kredit melalui Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan

kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran  hutangnya  terhitung  sejak

angsuran ke-30 yang jatuh  tempo sejak  tanggal  25/01/2020 sampai  dengan

gugatan sederhana ini diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya meny

atakan  benar  Tergugat membeli  kendaraan  1  (satu)  unit  Kendaraan  Toyota

Calya E M/T kepada Penggugat dan telah melaksanakan Kewajibannya  denga

n terus menerus melakukan pembayaran hingga tanggal 23-01-2020 sejumlah

uang Rp. 3.494.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), y
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aitu pembayaran  ke 29 dari kewajiban  Tergugat .  Bahwa sejak bulan Februari

2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat

mengalami kesulitan keuangan, yang di  perparah lagi sejak bulan Maret karena

merebaknya Pandemi Corona (covid 19) yang membuat usaha  Tergugat tidak

berjalan lancar hingga sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa  dari jawab jinawab para pihak,  oleh karena telah

diakui  atau  setidak-tidaknya  tidak  disangkal  maka  menurut  hukum  harus

dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa  benar  antara  Penggugat dan  Tergugat  ada  membuat  Perjanjian

Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu

Pembiayaan  1  (satu)  unit  kendaraan  TOYOTA CALYA B  40  E  M/T 01

dengan cara kredit melalui Penggugat ;

- Bahwa benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan

pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo

sejak tanggal 25/01/2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah

pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ke

pada  Penggugat,  karena  tidak  memenuhi  kewajibannya  terhadap  Perjanjian

Pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal  163 HIR/283 RBg  Penggugat

berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  menguatkan  dalilnya  telah

mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan

saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1a s/d P-2 dan P-5 yang salin

g bersesuaian dan juga diakui oleh para pihak, bahwa antara para pihak terikat

Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli

2017 (untuk  selanjutnya  disebut  “Perjanjian  Pembiayaan”)  berikut  dengan

Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan serta Lampiran Angsuran. Bahwa

perjanjian  tersebut  tentang  Pembiayaan  1  (satu)  unit  kendaraan  TOYOTA

CALYA B 40 E M/T 01  (untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”) dengan cara

kredit  melalui  Penggugat dan   mobil  tersebut  telah  diterima  oleh  Tergugat,

dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- Hutang Pokok : Rp. 140.814.140,-;

- Bunga : Rp.   67.625.860,-;

- Jumlah Hutang : Rp. 208.440.000,-;

- Jangka Waktu : 60 angsuran;

- Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017;
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- Besar angsuran : Rp. 3,474,000-;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3a s/d P-3c dan P-6 yang sali

ng  bersesuaian  dan  juga  diakui  oleh  Tergugat,  bahwa  benar  setelah

diperingatkan,  Tergugat  tetap  tidak  melaksanakan  kewajibannya  kepada

Penggugat, untuk membayar sejumlah uang pembayaran kredit/ perjanjian pem

biayaan  bukti P-1a s/d P-2 di atas, dimana berdasarkan Installment Schedule,

tercatat  Tergugat  telah  berhenti  melakukan  pembayaran  angsuran  sejak

angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan saat

ini dengan  total  hutang  Tergugat   per  tanggal  27  April  2020  adalah  senilai

109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah),

dengan rincian:

1. Hutang Pokok (Outstanding AR) senilai  Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh

juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah);

2. Denda (OS LC Inst  Amount)  senilai  Rp 1.306.224,-  (satu  juta  tiga  ratus

enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian:

- Angsuran ke-30  (jatuh  tempo tanggal  25/01/2020),  keterlambatan 93

hari, senilai Rp. 646,164,-; 

- Angsuran ke-31  (jatuh  tempo tanggal  25/02/2020),  keterlambatan 62

hari, senilai Rp. 430,776,-; 

- Angsuran ke-32  (jatuh  tempo tanggal  25/03/2020),  keterlambatan 33

hari, senilai Rp. 229,284,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4a s/d P-4b, terhadap perjanji

an  pembiayaan   bukti  P-1a  s/d  P-2  di  atas,  telah  ditindak  lanjuti  dengan

Sertifikat Jaminan Fidusia No.: W8.00032336.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 04

Agustus  2017  dan  Akta  Fidusia  No.237  tertanggal  31  Juli  2017  (untuk

selanjutnya disebut “Akta Fidusia”) yang dibuat oleh Notaris Mirza, SH., M.K;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 s/d P-9 yang saling bersesu

aian menjelaskan status hukum dan kewenangan dari Penggugat sebagai pelak

u usaha di wilayah Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan kesimpulan, dalam menjawa

b pokok persengketaan dalam perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan  bukt

i Tergugat berupa Bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah bukti Pembayaran ke 29 dan bukti

T-2 adalah Print Out Track Record Pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab jinawab para pihak dan

bukti para pihak dalam perkara ini yang telah diuraikan di atas, tentang pembay

aran angsuran pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat,  pada prinsipnya

membenarkan bahwa Tergugat telah membayar sampai pada angsuran ke-29 d
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an yang menjadi masalah adalah pembayaran berikutnya yang kemudian telah j

atuh tempo;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri dalam Jawabannya menyampaika

n  bahwa,  sejak  bulan  Februari  2020  Tergugat tidak  dapat  lagi  melakukan

pembayaran karena usaha  Tergugat mengalami kesulitan keuangan,  yang di

perparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona (covid 19)

yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini

di sampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Penggugat, sebagaimana dala

m Repliknya menyatakan bahwa Tergugat telah berhenti melakukan pembayara

n sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 dan menolak

alasan keterlambatan pembayaran angsuran karena adanya fase pandemic cor

ona (Covid-19), karena sudah menjadi pengetahuan umum (Notoite feiten), pan

demic corona di Indonesia sejak orang Indonesia pertama yang positif corona

(Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat membenark

an alasan Penggugat tersebut, bahwa berhentinya Tergugat melakukan pembay

aran sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 kepada P

enggugat, bukan karena pandemic corona (Covid-19), karena pada bulan Janua

ri 2020 di Indonesia belum terganggu dengan pandemic corona (Covid-19);

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perikatan  adalah  suatu

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak

yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu,  Pihak  yang  berhak  menuntut

sesuatu,  dinamakan  kreditur  atau  si  berpiutang,  sedangkan  pihak  yang

berkewajiban  memenuhi  tuntutan  dinamakan  debitur  atau  si  berhutang.

Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan

hukum  yang  berarti  bahwa  hak  si  berpiutang  itu  dijamin  oleh  hukum  atau

undang-undang.  Apabila  tuntutan  itu  tidak  dipenuhi  secara  sukarela,  si

berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim ;

Menimbang,  bahwa  Suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya,

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji

atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Prof. R. Subekti, S.H., Hukum

Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet. Ke-4, h.6) ;
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Menimbang,  bahwa  dalam  perjanjian  dikenal  ada  beberapa  asas

diantaranya  adalah  asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan

perikatan yang timbul  karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya

kesepakatan. Dengan perkataan lain,  perjanjian itu sudah sah apabila sudah

sepakat  mengenai  hal-hal  yang  pokok  dan  tidak-lah  diperlukan  sesuatu

formalitas ;

Menimbang,  bahwa  mengenai  syarat-syarat  sahnya suatu  perjanjian,

pada Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu

perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

3. Suatu hal tertentu ;

4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa tentang “Persetujuan” dari pihak yang mengikatkan

diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak

mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-

masing  pihak  itu  harus  dinyatakan  dengan  tegas,  bukan  secara  diam-diam,

harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti :

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata) ;

2. Kekhilafan ;

3. Penipuan ;

Menimbang,  bahwa  tentang “Kecakapan” dari  pihak-pihak  yang

mengadakan  perjanjian  sebagaimana   tersebut  dalam  pasal  1329  -  1330

KUHPerdata, di dalam pasal 1330 KUHPerdata mengatur tentang siapa yang

dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan

menjadi 2 (dua)  yaitu  antara  ketidakcakapan  (onbekwaam  heid)  dan

ketidakwenangan  (onbevoegheid). “Ketidakcakapan” terdapat  apabila

seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu

untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang

belum  cukup  umur,  mereka  yang  ditempatkan  dibawah  pengampuan.

Sedangkan  “ketidak-wenangan” terdapat  bila  seseorang,  walaupun  pada

dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa

dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk

setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya ;

Menimbang, bahwa tentang “Suatu hal tertentu”, sebagimana dimaksud

dalam  pasal  1332  KUHPerdata,  yaitu  barang-barang  yang  dapat

diperdagangkan.  Barang-barang tersebut tidak hanya berupa barang material,
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tetapi juga barang immaterial, misalnya perjanjian untuk memberikan les piano,

pemeriksaan oleh dokter dan sebagainya. Prestasinya harus tertentu, sekurang-

kurangnya  dapat  ditentukan,  jumlahnya  bisa  saja  tidak  pasti  asal  kemudian

dapat dipastikan, umpamanya menjual hasil panen diladang yang masih belum

bisa dipanen ;

Menimbang, bahwa tentang “Kausa yang halal” sebagaimana dimaksud

dalam  Pasal  1335  -  1337  KUHPerdata,  berdasarkan pasal-pasal  tersebut

ternyata ada perjanjian dengan sebab palsu atau tidak halal, perjanjian tanpa

sebab.  Undang-undang  tidak  memberikan  penjelasan  apa  yang  dimaksud

dengan sebab (kausa) itu. Khusus dengan perantaraan pengertian kausa, tetapi

menurut ilmu pengetahuan  isi perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan tidak

boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  perjanjian  dan  syarat-

syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diuraikan  di  atas  apakah  kontrak

perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagaimana

bukti  P-1a s/d  P-2,  telah  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan

ketentuan pasal 1320 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak terdapat bukti yang dapat

membatalkan/ batal demi hukum terhadap perjanjian yang terurai dalam bukti P-

1a s/d P-2 yang telah pula dikuatkan dengan bukti P-4a dan P-4b, sehingga par

a pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik;  

Menimbang,  bahwa sebagaimana  yang  didalilkan  oleh  Penggugat

bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar  Perjanjian Pembiayaan

No.:  1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017, yaitu  Pembiayaan 1

(satu)  unit  kendaraan  TOYOTA CALYA B  40  E  M/T  01 dengan  cara  kredit

melalui  Penggugat dan  Tergugat tidak  melaksanakan  kewajibannya  untuk

melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh

tempo  sejak  tanggal  25/01/2020  sampai  dengan  gugatan  sederhana  ini

diajukan, dengan total hutang Tergugat  per tanggal 27 April 2020 adalah senilai

109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah),

dengan rincian:

1. Hutang Pokok (Outstanding AR) senilai  Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh

juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah);

2. Denda (OS LC Inst  Amount)  senilai  Rp 1.306.224,-  (satu  juta  tiga  ratus

enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian:

- Angsuran ke-30  (jatuh  tempo tanggal  25/01/2020),  keterlambatan 93

hari, senilai Rp. 646,164,-; 
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- Angsuran ke-31  (jatuh  tempo tanggal  25/02/2020),  keterlambatan 62

hari, senilai Rp. 430,776,-; 

- Angsuran ke-32  (jatuh  tempo tanggal  25/03/2020),  keterlambatan 33

hari, senilai Rp. 229,284,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya,

bahwa Tergugat tidak membantah dalil dan bukti Penggugat perihal berhentinya

pembayaran yang ke-30 dan seterusnya dan Penggugat telah memberikan peri

ngatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat;

Menimbang,  bahwa  pengertian  wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi

atau  lalai  melaksanakan  kewajiban (bukan  karena  suatu  keadaan  yang

memaksa)  sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

Kreditur dengan Debitur, Dalam KUHPerdata, Wanprestasi diatur didalam Pasal

1238, yaitu :  Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta

sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

perikatan  ini  mengakibatkan  Debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya

waktu yang ditentukan,  adapun  Macam-macam bentuk keadaan Wanprestasi

yaitu sebagai berikut ;

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali ;

2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan ;

3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang

telah dijanjikan ;

4. Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perikatan/ perjanjian  tidak  boleh

dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan macam-macan bentuk

wanprestasi sebagaimana tersebut di atas maka akan dipertimbangkan apakah

pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tergolong dalam bentuk yang

mana perbuatan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa

Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diberikan surat

peringatan, yang dalam hal ini adalah Tergugat tidak lagi membayar angsuran

pokok  dan  bunga  dari  hutang  atau  pinjamannya  kepada  Penggugat,  yang

menurut  Hakim,  oleh  karena  Tergugat telah  pernah  membayar  angsuran

sebelumnya, akan tetapi ahirnya macet dan tidak lagi membayar angsurannya,

maka sehubungan dengan bukti P-1a s/d P-2 yang dikuatkan dengan bukti P-4a

dan  P-4b,  maka  Tergugat telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi,  dalam

bentuk poin 2 di atas, yaitu : ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  pokok

persengketaan dalam perkara ini telah terjawab, bahwa benar Tergugat telah m
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elakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak memenuhi ke

wajibannya  terhadap  Perjanjian  Pembiayaan  No.:  1714441876 yang  dibuat

pada tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa  dalam perkara ini Hakim tidak menemui adanya

hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku

sehubungan dengan gugatan Penggugat  ini,  dimana Penggugat  telah  dapat

membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktik

an dalil  bantahannya, sehingga  gugatan dapat dikabulkan,  untuk selanjutnya

dapat dipertimbangkan Petitum gugatan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Petitum-1,  terlebih  dahulu

dipertimbangkan Petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, supaya Hakim menyatakan

demi hukum perbuatan  Tergugat  adalah wanprestasi kepada  Penggugat, oleh

karena  telah  diuraikan  dalam  pertimbangan  dalam  pokok  persengketaan  di

atas, maka Petitum-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3, oleh karena Penggugat tela

h dapat membuktikan dasar perhitungannya sebagaimana telah diuraikan di ata

s dalam pertimbangan hukum yang menjadi sengketa dan pihak Tergugat tidak

dapat membantahnya, maka Petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, tentang permintaan Tergug

at membayar  bunga  senilai  6 %  (enam  persen)  per  tahun, terhitung  sejak

gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian

Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat, oleh karena dalam perkara ini Pen

ggugat menfokuskan kepada penggantian kerugian sejumlah uang dan berdasa

rkan yurisprudensi, permintaan bunga senilai 6 % (enam persen) per tahun adal

ah yang berlaku umum di perbankan, sehingga petitum-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  Hakim

berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Ter

gugat berada  di  pihak  yang  kalah,  maka  Tergugat harus  dihukum  untuk

membayar biaya perkara, sehingga Petirum-5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 20 Peraturan Mahk

amah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No

mor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  demi  hukum  perbuatan  Tergugat adalah  perbuatan

Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
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3. Menghukum  Tergugat untuk  mengganti kerugian dari  Penggugat senilai

Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat

rupiah); 

4. Menghukum  Tergugat membayar  bunga  senilai  6%  per  tahun  terhitung

sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh

kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bengkulu,  pada

hari  Jum’at  tanggal 29 Mei 2020, oleh hakim tunggal,  HANIFZAR, S.H., M.H.

yang  ditunjuk   berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Bengkulu Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 30 April 2020, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang

sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H. Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,          Hakim,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H. HANIFZAR, S.H.,M.H.

Perincian biaya  :
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Materai Rp    6000,00
3. Redaksi Rp 10.000,00
4. Biaya ATK Rp 50.000,00
5. PNBP Rp 20.000,00
6. Panggilan Rp  60.000,00

Total Rp 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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